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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 100 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan Non
perizinan, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Sumedang;

bahwa sehubungan terdapat jenis izin profesi yang belum
terakomodir maka dalam rangka pemberian pelayanan
perizinan kepada masyarakat, Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukkan Daerah-daerah Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang ...



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat



Menetapkan

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 187 Tahun 2021
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor
187);

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang
(Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN
SUMEDANG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Kabupaten Sumedang (Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2022 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Dalam hal sistem OSS tidak dapat melayani proses penerbitan
KKPR dan Perizinan Non Berusaha dapat dilayani melaui aplikasi
daerah SI ICE MANDIRI atau secara non Elektronik

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal
2025

BUPATI SUMEDANG,



Diundangkan di Sumedang pada tanggal 3 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



ttd

DONY AHMAD MUNIR
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 25












